MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR : KM. 3 TAHUN 1994

TENTANG

ALAT PENGENDALI DAN PENGAMAN PEMAKAI JALAN

MENTERI PERHUBUNGAN,

Menimbang : a. bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang
Prasarana dan Lalu Lintas Jalan, telah diatur ketentuan mengenai
alat pengendali dan pengaman pemakai jalan;

b. bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu
diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Perhubungan; '

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran
Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3186);

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan {Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480) jo. Undang-undang
Nomor 22 Tahun 1992 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang
Penangguhan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 14 Tahun
1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai Undang-
undang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 99, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3494); :



%, Paraturan Pemerintah Momor 26 Tahun 1985 lentang Jalan
{Lemnbaran Magara Tahun 1985 Memar 37, Tambkahan Lembaran
MNegara Momor 3283);

4, Paraturan Pamenttab Momar B Tahun 1580 tentang Jalan Tol
{Lembaran Negara Tahun 1990 Nemeor 12, Tambahan Lembaran
Megara Nornor E-:fI-DE]:

5. Peraturan Pemerinlah Nomor 22 Tahun 1880 tentang Panysraban
Sebagian Urusan Femarntah Dalam Bidang Laiu Lintas dan
Angkutan Jalan Kepada Dasreh Tingkat | dan Dasrah Tingkat ||
(Lembaran Nagara Tahun 1990 Namer 28, Tambahan Lembaran
Megara Nomor 3410},

§. Peraturan Pemenniah Nomor 43 Tahun 1883 tentang Frasarana
dan Lalu Linles Jalan (Lembaran Negara Tahur 1883 Nomor 63,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);

7. Keputusan Presiden Noemaor 44 Tahun 1874 tentang Fokok-Fokok
Organisasi Dapartamen;

B Kepuluzan Prasiden Momaor 15 Tahun 1984 lantang Susunan
Crganizasi Departeman, sebagaimana telah diubah terakhir
dangan Keputusan Prasiden Nomor 58 Tahun 1993;

2. Keputusan Merteri Perhubungan Moemeor KK 21/0T 002/FPhb-B0
dan ¥M 16407 002/Phb-80 tenlang Organisasi dan Tala Kerja
Deparamen Perhubungan, sebagalmana telah diubabh terakhir
dengan Keputusan Menten Perhubungan Nomeor Kid B8 Tahun
15991;

10. Keputusan Mentarl Ferhubungan Nomeor KM 60 Tahun 1953
tentang Marka Jalan;

11, Keputusan Mantan Perhubungan Momeor KM 61 Tahun 1383
tenlang Hambu-rambu Lalu Lintas di Jalan.

MEMUTUSKAN:

Manetapkan: KEPUTUSAN MEWNTERI PERHUBUNGAN TENTANG ALAT
PENGENDALI DAN PENGAMAN PEMAKAT JALAN.



BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1.

Rambu-rambu lalu lintas di jalan yang selanjutnya disebut rambu
adalah bagian dari periengkapan jalan, berupa lambang, huruf,
angka, kalimat dan/atau perpaduan di antaranya sebagai
peringatan, larangan, perintah atau petunjuk bagi pemakai jalan;

Marka jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan
atau di atas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda
yang membentuk garis membuijur, garis melintang, garis serong
serta lambang lainnya yang berfungsi untuk mengarahkan arus
lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas;

Jalur adalah bagian jalan yang dipergunakan untuk lalu lintas
kendaraan; ‘ )

Lajur adalah bagian jalur yang memanjang, dengan atau tanpa
marka jalan, yang memiliki lebar cukup untuk satu kendaraan
bermotor sedang berjalan, selain sepeda motor;

Direktur Jenderal, adalah Direktur Jenderal Perhubungan Darat.

BAB I

JENIS ALAT PENGENDALI DAN PENGAMAN PEMAKAI JALAN

M

(2)

Pasal 2

Alat pengendali pemakai jalan yang digunakan untuk
pengendalian atau pembatasan terhadap kecepatan, ukuran
muatan kendaraan pada ruas-ruas jalan tertentu terdiri dari :

a. alat pembatas kecepatan;
b. alat pembatas tinggi dan lebar.

Alat pengaman pemakai jalan yang digunakan untuk pengaman
terhadap pemakai jalan terdiri dari :

a. pagar pengaman;

b. cermin tikungan;

c. delinatot;

d. pulau-pulau lalu lintas;
e. pita penggaduh,



f1)

(2

(1}

{2

(3}

(1}

BRAR Il _
ALAT PENGENDALI FEMAKAI JALAN
Bagian Pertama
Alat Pembatas Kecepatan

Paszal 3

Alat pembatas kecepatan adafah kelengkapan tambahan pada
jalan yang berfungst untuk membuat pengsmudi kendaraan
bermotor menguranyl kecepatan kandaraannya.

Kelengkapan tambatan sabagaimana dimaksud dalam ayat {1,
depat barupa peninggian sabaglan badan jalan yang melintang
tarhadap sumbu |alan dengan |abar, tinggi, dan kelandalan
tertantu.

Pasal 3

Alat pambatas kecepalan ditermpatkan pada ¢
2. jalan dl lingkungan pemukiman;
b jalam lokal yang mampunyai kelas jalan (N G;

¢. padaialan-jalan yang sedang dilakukan pekerjaan konstruksi.

Ferempatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan
pacta posisi melinteng 1egek lurus dengan jalur lalu lintas,

Lokasi dan pengulangan penempalan alat pembatasan kecepatan
sabagalmana dimaksud dalam ayat (2), disesuaikan dangan hasil
manajerman dan rakayasa lalu lintas,

FPasal &

Penempatan alat pambatas kecepatan pada jalur |alu lintas dapat
didahului dengan pemberan tanda dan pemasangan rambu-
rambu lalu lInlas sebagaimana dalam Lamplean | Tabel 1 No, 8b
Keputusan Mentari Parhubungan Nomor KM 81 Tahun 1993
tentang Rambu-ramibu Lalu Lintas di Jalan.



(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(@)

(1)

Penempatan alat pembatas kecepatan pada jalur talu lintas harus
diberi tanda berupa garis serong dari cat berwarna putih.

Pemasangan rambu dan pemberian tanda sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), digunakan untuk memberi
peringatan kepada pengemudi kendaraan bermotor tentang
adanya alat pembatas kecepatan di depannya.

Pasal 6

Bentuk penampang melintang alat pembatas kecepatan
menyerupai trapesium dan bagian yang menonjol di atas badan
jalan maksimum 12 cm. ‘

Penampang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kedua sisi
miringnya mempunyai kelandaian yang sama maksimum 15%.

Lebar mendatar bagian atas sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1), proporsional dengan bagian menonjol di atas badan jalan
dan minimum 15 cm.

Bentuk dan ukuran alat pembatas kecepatan sebagaimana dalam
Lampiran gambar 1 Keputusan ini.

Pasal 7

Alat pembatas kecepatan dapat dibuat dengan menggunakan
bahan yang sesuai dengan bahan dari badan jalan, karet, atau
bahan lainnya yang mempunyai pengaruh serupa.

Pemilihan bahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus
memperhatikan keselamatan pemakai jalan.

Bagian Kedua
Alat Pembatas Tinggi dan Lebar Kendaraan
Pasal 8

Alat Pembatas tinggi dan lebar adalah kelengkapan tambahan
pada jalan yang berfungsi untuk membatasan tinggi dan lebar
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(2]

{1

{2)

{3

{1)

{2}

(1]

{2

kendaraan beserta muatannya memasuki suaty ruas jalan
fertaniu,

Kelengkapan tambahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
dapat berupa potal atau sepasang tiang yang ditempatkan di
ei=i kIri dan sisi kanan jalur iglu lintas.

Pasal 9

Faortal sehagaimana dimaksud dalam Paszal B ayal {2). ukuran
lzbar bagian dalam sakurang-kurangnya 2,00 meater dan tinggh
baglan atas paling bewah sekurang-kurangnya 2,00 meter dl atas
permukaab |alan.

Bagian atas ponal harus dilengkapl dengan pengunc| yang dapar
dibuka sewakiu-wakiu bila dalam keadean darurat.

Bentuk dan ukuran portal sebagalmana dalam Lamplran gambar
2 Kaputusan ini,

Paasl 10

Sopasang fiang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayal (2},
ukuran lebar bagian dalam sekurang-kurangnya 2,00 meater dan
linggi liang sekurang-kurangnya 1,50 meter di zlas permukaan
|alan.

Benduk dan ukuran lang sabagalmeansa dalam Lampiran gambar
2 Keputuszan ine.

Fasal 11

Alat pembatas tinggi dan lekar kendaraan hanya dapat
ditermpatkan padsa

a. [alan di lingkungan pemukiman;
b. jalan lokal yang mempunyai kalas jalan 10 C,

Fenempalan alat pembatas tinggi dan lebar kendaraan dilakukan
pada awal dan akhir dar ruas jalan yang bersangkutan.



(3)

(1)

(2)

Lokasi pemasangan alat pembatas tinggi dan lebar kendaraan,
harus didahuiui dengan Rambu sebagaimana dalam Lampiran |
Tabel 1 No. 21a dan 21b Keputusan Menteri Perhubungan Nomor
KM. 61 Tahun 1993 tentang Rambu-rambu Lalu Lintas di Jalan.

Pasal 12

Penempatan alat pembatas tinggi dan lebar kendaraan
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 harus dilengkapi
dengan rambu lalu lintas sebagaimana dalam Lampiran | Tabel 1
No. 21a dan 21b Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM
61 Tahun 1993 tentang Rambu-rambu Lalu Lintas di Jalan.

Pemasangan rambu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
digunakan untuk memberi peringatan kepada pengemudi
kendaraan bermotor tentang ruang bebas pada bagian jalan_di
depannya.

Pasal 13 -

Pembuatan alat pembatas tinggi dan lebar kendaraan dapat
menggunakan bahan dari besi, kayu, atau bahan lain dengan
memperhatikan keselamatan pemakai jalan.

(1)

2

BAB IV

ALAT PENGAMAN PEMAKAI JALAN

~ Bagian Pertama
Pagar Pengaman
Pasal 14

Pagar pengaman adalah kelengkapan tambahan pada jalan yang
berfungsi sebagai pencegah pertama bagi kendaraan bermotor
yang tidak dapat dikendalikan lagi agar tidak keluar dari jalur lalu
lintas. - : ‘

Kelengkapan tambahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
dapat berupa suatu unit konstruksi yang terdiri dari lempengan
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dan/atau batang besi, llang penyangga dan pengikatnya yang
dipasang pada lapi |alar.

Pasal 15

Fagar pengaman dipasang pada lokasi-lokasi yang mempunyai
karakteriglik sabeagai berikut |

a.  zlsl jaian yang kondisi-gesloginye sangal membahayakan;
b. slsl jalan yang berdampingan dengan baglan jatan lainnya;
e. sisi jalan yang membahayakan karena kondisl geomelrinya;

d. sigijalan yang bardekatan dengan bangunan-bangunan lainnya.

FPaaal 1B

Pembualan FPagar pengaman dapat manggunakan pipa danfatau
lempengan besi.

Pasal 17

{17 Pipa dan lempengan sebagaimana dimaksud Pasal 18, maslng-
masing bardiameter 10 crm dan lebar 31 cm.

(2] Sltat mekanis dari bahan sebagaimana dimaksud ayat (1},
mempunyai legangan leleh lidak kurang dari 35 kg/mm?, tegangan
tarik tidak Kurang dari 49 k g/mm?, dan paman|angan kurang dari
1,2% panjang total.

(3} Tinggi bagian atas pagar pangamean dan permukaan jalan adalah
G5 cm.

{4 Panjang pagar pengaman dlsasualkan dengan hasil manajgmen
dan rekayaza lalu linlas.

(5} Benluk dan ukuran pagsar pengamean ssbagaimana dalam
Lampiran gambar 3 Keputuzan Ini.



{1)

(2}

Bagian Kedua
Cermin Tkungan

Pasal 1B

Germnin tikungan adalah kelangkepan lambahan pada jalan yang
barfungsi sabagai alal wntuk menambah |arak pandang
pengemudi kendaraan bamoptor,

Kelengkapan tambahan sabagalmana dimaksud dalam ayat (1),
dapal berupa auatu unit konstruksi yang terdir dari cermin. bingkai
cermin, liang panyangga dan panglkatnya,

Pazal 19

Cermin tlkungan dipasang pada lapl jalan pada fokasi-lokasi i mana
pandangan pengemudi kandaraan barmotor sangat terbatas atau
tethalang khususnys pada tikungan tajam dan parsimpangan |atan.

Pasal 2Q

Fembuatan camiln tikungan dapal menggunakan cermin cembung
darl bahan acrylle.

(1}

(2}

FPeaal 21

Tabal dan diameter cermin sebagaimana dimaksud Paszal 20
adelah masing-masing sebesar 3 milimater dan tidak kurang dari
60 cm.

Caminsabagaimana dimaksud dalam ayal (1), dilengkapt dergan
tiang penyangga dari besi dengan dismaier 10 cm, bingkal dan
tept cartmin.

Tinggi carmin sebagaimana dimaksud dalam ayat {1), disesuaikan
dengan hasil manajernen dan rekayasa laly lintas.



(4}

(1

{2]

Bentuk dan ukuran cammin tikungan sebagalmana dalam Lampiran
gambar 4 Keputusan ini,

Bagian Ketiga
Dellnator

Fasal 22

Dalinater danfatay patok tanda tikungan adalah suatu unit
konstruksi yang diberl tanda yang dapat memaentulkan cahaya
{reflaktif} berfungsi sebagal pengarah dan sebagal peringatan
bagl pengemudi pada wakiu rmalam harl, bahwa di gisi ki arau
kanan delinater adalah daarah barbahaya.

Unlt konstruksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapal

berupa pipa besi atau pipa plastik yang dibari tanda yang dapai
memantulkan cahaya (reflektlf).

Pasal 23

Pembuatlan delinator dapat menggunakan bahan dari pipa besi atau
pipa plastik yang dilengkapi dengan bahan bersifal reflekl|f.

{1]

{2

(3]

(4}

Paaal 24

Fipa besi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 berdiametar
10 cm, kelsbalan £ milimeter dengan paniang 110 cm.

Pipa sebagaimana dimaksud dalam ayal (1) dilengkapi dengan
2 macarn reflakior berwarna putih dan marah,

Fipa sebagaimana vang dimaksud ayat {1) harua dloat dangan
wama hitam dan kuning bargantian, dan di ujung paling atas
tarwama hitam.

Bentuk dan ukuran delinakor dan pipa besi sebagaimana dalam
Lampiran gambar 5 Keputusan tnl,

10



(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(@)

(4)

Pasal 25

Pipa plastik sebagaimana yang dimaksud Pasa! 23, mempunyai
panjang 125 cm dan penampang menyerupai segitiga sama sisi
dengan panjang sisi 15 cm. ' '

Pipa plastik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilengkapi
dengan 2 macam reflektor berwarna putih dan merah.

Pipa plastik sebagaimana dimaksud dalam ayat. (1) harus dicat
dengan warna hitam dan putih bergantian, dan ujung paling atas

" berwarna hitam.

Bentuk dan ukuran delinator dari pipa plastik sébagaimana dalam
Lampiran gambar 5 Keputusan ini.

Pasal 26

Delinator dipasang pada bagian sisi kiri dan kanan jalur jalan
pada daerah-daerah yang berbahaya.

Penempatan delinator sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
dilakukan sedemikian rupa sehingga reflektor berwarna merah
akan kelihatan pada sebelah kiri dari arah lalu lintas dan yang
berwarna putih akan terlihat pada sebelah kanan arah latu lintas.

Delinator sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditempatkan
sekurang-kurangnya 60 cm dari tepi jalan.

Lokasi serta jarak pengulangan penempatan delinator disesuaikan
dengan hasil manajemen dan rekayasa lalu lintas.

Bagian Keempat
Pulau-pulau Lalu Lintas

Pasal 27

Pulau lalu lintas adalah bagian jalan yang tidak dapat ditalui oleh
kendaraan bermotor. -
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(1

(2)

(3)

(4]

(2]

(1]

(2]

Pasal 28

Pulau laiu fintas ditempatkan pada bagian tengah darl suatu jalur
jalu [Imtaz atau persimpangan Jalan.

Penampatan pulau alU lintas harus dilangkapi dengan ramby dan/
atau marka sebagatmana dalam Keputusan Menteri Perbubungan
Nomoar KM &1 Tahun 1853 tenlang Rambu-rambu Lalu Lintas D
Jalan dan Momor KM &4 Tahun 1933 tantang Marka .Jalan.

Lokasi penempatan pulau lalu lintas disesuaikan dengan hasll
manajgmen dan rekayass lalu lintas.

Pasal 29

Pulau lale lintas sebagalmana dimaksud dalam Pasal 27, dapat
borupa marka alan atau baglan jalan yang ditinggikan.

Marka jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat {1} adalah

sebagaimana dalarn Keputusan Menterl Perhubungan Nomar
KM. 60 Tahur 1593 tentang Marka Jalan.

Pasal 10

Lebar, panjang.dan linggi dari pulau laly lintas sebagaimana
dimaksud dalam pasal 27 disgsualkan dengan hasil manajemen
dan rekayasa talu lIntas.

Bentuk pulau laly lintas sebagaimana dalam lampitan gambar &
Keputusan ini.

Pasal 1

Pembuatan pulau lalu lintas dapal menggunakan hahan yang
digunakan uniuk marka jslan atau suall unit kentruksl dengan cara
meninggikan bagian tarteciu dari jalan.

12



(1)

@)

(1)

(2)
(3)

(1)

(2)

(3)

Bagian Kelima
Pita Penggaduh

Pasal 32
Pita penggaduh adalah kelengkapan tambahan pada jalan yang
berfungsi untuk membuat pengemudi lebih meningkatkan
kewaspadaan. :
Pita penggaduh sebagaimana dimaksud ayat (1)}, dapat berupa

suatu marka jalan atau bahan lain yang dipasang melintang jalur
lalu lintas dengan ketebalan maksimum 4 cm.

Pasal 33
Pita Penggaduh dipasang pada bagian-bagian jalan di mana
dipandang perlu untuk mengingatkan pengemudi agar lebih
meningkatkan kewaspadaan. ‘

Pita penggaduh dipasang melintang jalur lalu lintas.

Lokasi dan pengulangan penempatan pita penggaduh
disesuaikan dengan hasil manajemen dan rekayasa lalu lintas.

Pasal 34

Bagian pita penggaduh sebagaimana dimaksud Pasal 32 yang
menonjol di atas badan jalan maksimum 4 cm.

Jumlah pita dalam satu kélompok dan jarak pengulangan
kelompok pita penggaduh disesuaikan dengan hasil manajemen

dan rekayasa lalu lintas.

Bentuk dan ukuran pita penggaduh sebagairﬁana dalam Lampiran
gambar 7 Keputusan ini.
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Pasal 35

Pempualan plta panggaduh dapat menggunakan bahan dari
thermaplastik atauv bahan yang mempunyal pengaruh yang setara
tarhadap pengemudi,

BAB W
PENYELENGGARAAN ALAT
PEMNGENDALI DAN PENGAMAN PEMAXAL JALAN

Pagal 26

Parencanaan, pengadaan, pemasangan dan pemeliharazn alal
pengendali dan pengaman pemakai jalan dilakukan ol

a.

Direktur Jenderal atau pajabat yang ditunjuk, untuk |alan nasicnal
dan Jalan tol Kecuali jalan nasional yang berada dalam [bukota
¥abupalen Daarah Tingkat |1 atau yanyg barada dalam Kotamadya
Dasarah Tingkat 1I;

Pemerinlah Daerah Tingkat |, untuk jalan propinsi, kecuali jalan
prapinzgl yang barada dalem [bukola Kabupaten Crasrah Tingkat
Il atau jalan propinsi yang berada dafam Kotamadya Daerah
Tingkat J;

Parmerimah Caerah Tingkal |l Kabupaten, untuk :

1] jalan kabupaten,

21 |alan propinsi yang barada dalam lbukota Kabupaten Dagrah
Tingkat 1, dengan persstujuan Gubeamur Kepale Daarah

Tingkal I;

3} |alan nagional yang barada dalam |bukota Kabupalen Dasarah
Tingkal || dengan persetujuan Direktur Jendaral,

Femerintah Daerah Tingkal || Kotamadya untuk :
1) jalan kotamadya;

2] jalan propinsi yang berada dalam Kotamadya Dasrah Tingkat
|, dengan persetujuan Gubemur Kepala Daarah Tingkal {;
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i

3) jalan nasional yang berada dalam Kotamaﬂya Daerah Tingkat

Il dengan persetujuan Direktur Jenderal.

Pasal 37

Penyelenggara jalan tol dapat melakukan perencanaan, pengadaan,
. pemasangan dan pemeliharaan alat pengendali dan pengaman
pemakai jalan di jalan tol setelah mendengar pendapat Direktur
Jenderal. ‘ )

Pasal 38

Instansi, badan usaha atau warga negara Indonesia dapat melakukan
pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan alat pengendali dan
pengaman pemakai jalan dengan ketentuan :

a.

(1)

(2)

penentuan lokasi dan penempatannya mendapat persetujuan
pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36;

memenuhi persyaratan teknis sebagaimana ditetapkan dalam
Keputusan ini. '

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TEKNIS

Pasal 39

Direktur Jenderal melaksanakan pembinaan dan pengawasan
teknis terhadap penyelenggaraan alat pengendali dan pengaman
pemakai jalan. '

Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:

a. penentuan persyaratan teknis alat pengendéli dan pengaman
pemakai jalan;
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b. penantuan petunjuk teknis, mellputi penetapan, pedoman,
prosedur dan atau tata cara penyelenggeraan alat pengendali
dan pengaman pemakaij jalan;

¢. pamberlan pembinaan teknis dalam rangka meningkatkan
kemampuan dan keterampllan leknis para penyelenggara alat
pengandali dan pengaman pemakai jalan.

(3} Fengawasan teknis sehagalmana dimaksud dalam ayat {1}
rmelipuli ;

8. keglatan pemantavan dan penllalan atas penyelenggaraan
alat pengendali dan peangamsan pemakai jalan;

b. kegatan pemberian saran teknis dalam penyelanggaraan alat
pengendall dan pengaman pemeakai jalan.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 40

Fenetapan lokas! alat pengendali dan pengaman pemakai jalan harus
mernpertimbangkan

a. kendisi jalan dan lngkungan;
b. kondisi lalu limtas;

¢, aspek kaselamatan, keamanan, keterdiban, dan kelancaran laf.
lintas.

Pacnl 41

{1} Seliap orang ditarang menempelkan sesuatu alau meanambak
sphingga mengurangl arth dart slat pengendali dan pengaman
pemakal jalan.
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(2) Penyelenggara alat pengendali dan pengaman pemakai jatan,
‘wajib menjaga dan memelihara kondisi alat pengendali dan
pengaman pemakai jalan, agar dapat berfungsi sebagaimana
ditetapkan dalam Keputusan ini.

{3) Penyelenggara alat pengendali dan pengéman pemakai jalan,

wajib mencabut alat pengendafi dan pengaman pemakai jalan
yang tidak berfungsi lagi. '

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42
Ketentuan ini mulai berlaku pada tanggai ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada Tanggal : 17 Januari 1994

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Para Menteri Kabinet Pembangunan VI;
2. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;

3. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal dan para Kepala Badan
di lingkungan Departemen Perhubungan;

Direktur Jenderal Perhubungan Darat;

Direktur Jenderal Bina Marga;

Para Gubernur Daerah Tingkat |;

Para Kepala Kepolisian Daerah;

Para Kepala Kantor Wilayah Departemen Perhubungan;
Para Kepala Dinas LLAJ.
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